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Abstrak 
Kapitalisasme adalah ancaman terhadap dunia pendidikan. Oleh 
karena itu, prinsip kapitalisme yang hanya mencari keuntungan 
pribadi seharusnya tidak dipraktikkan dalam dunia pendidikan. Begitu 
pula, pendidikan tidak layak  diperlakukan seperti komoditi untuk 
perdagangan atau pasar bebas sebab jika demikian pendidikan akan 
diatur sesuai dengan hukum pasar. Meningkatnya permintaan 
pendidikan akan mengakibatkan mahalnya biaya pendidikan. Tentu ini 
perlu diwaspadai jangan sampai jargon “orang miskin dilarang 
sekolah” akhirnya terbukti. Tradisi liberal-kapitalistik telah 
mendominasi konsep pendidikan hingga saat ini. Pendidikan liberal 
menjadi bagian dari globalisasi ekonomi ‘liberal’ kapitalisme. Oleh 
karena itu, perlu gerakan untuk melawan hegemoni kapitalisme 
global, yaitu dengan lebih dahulu mengubah pandangan dunia (world 
view). Artinya mengubah paradigma kehidupan sosial itu sendiri. 
Dunia pendidikan sejatinya tidak pantas mengikuti model kapitalisme 
yang memuja keuntungan dan nilai-nilai komersial, sebagai satu-
satunya tujuan. Diperlukan diperlukan pembelajaran sosial (social 
learning) yang melibatkan masyarakat secara keseluruhan dan 
totalitas untuk bisa lepas dari perangkap kapitalis. Dampak pendidikan 
liberal-kapitalistik lebih banyak negatifnya. Oleh karena itu, dunia 
pendidikan ke depan harus menjadi ruang, di dalamnya setiap orang 
mulai belajar akan makna, hakikat hidup, subtansi kehidupan serta 
kehidupan sederhana.  
Kata Kunci : Kapitalis, Pendidikan, dan Liberal-kapitalis 
 
Abstract. 
Capitalism is a threat to the world of education. Therefore, the 
principles of capitalism are just looking for personal gain should not 
be practiced in the world of education. Similarly, education does not 
deserve to be treated like a commodity to trade or the free market 
because if so education will be regulated in accordance with the laws 
of the market. The increasing demand for education will lead to high 
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cost of education. Of course this needs to be watched lest jargon "poor 
man banned from school" finally proved. Liberal-capitalistic tradition 
has dominated the concept of education to date. Liberal education to 
be part of the economic globalization 'liberal' capitalism. Therefore, it 
is necessary for the movement against the hegemony of global 
capitalism, which is the first to change the view of the world (world 
view). That is changing the paradigm of social life itself. The world of 
education is actually inappropriate to follow the model of capitalism 
that worships profit and commercial values, as the only goal. Required 
needed social learning (social learning) that involves society as a 
whole and the totality to be separated from the capitalist trap. The 
impact of liberal-capitalistic education more negative. Therefore, the 
future education should be a space, in which everyone began to learn 
the meaning, the essence of life, the substance of life and the simple 
life. 
Keywords: Capitalist, Education, and Liberal-capitalist. 
 
ﺺﺨﻠﻣ 
ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻞﻜﺸﺗ اﺪﯾﺪﮭﺗ ﻢﻟﺎﻌﻠﻟ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا. ،ﻚﻟﺬﻟو نﺈﻓ ئدﺎﺒﻣ ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا نوﺪھﺎﺸﯾ ﻂﻘﻓ ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ 
ﺐﺳﺎﻜﻣ ﺔﯿﺼﺨﺷ ﻻ ﻲﻐﺒﻨﯾ نأ سرﺎﻤﺗ ﻲﻓ ﻢﻟﺎﻋ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا. ،ﻞﺜﻤﻟﺎﺑو ﻻ نﻮﻘﺤﺘﺴﯾ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا نأ ﻞﻣﺎﻌﺗ 
ﻞﺜﻣ ﺔﻌﻠﺳ ةﺮﺟﺎﺘﻤﻠﻟ وأ قﻮﺴﻟا ةﺮﺤﻟا ﮫﻧﻷ اذإ نﺎﻛ ﻢﺘﯿﺳ ﻢﯿﻈﻨﺗ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻰﺘﺣ ﺎﻘﻓو ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟ قﻮﺴﻟا. 
نﺈﻓ ﺐﻠﻄﻟا ﺪﯾاﺰﺘﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا يدﺆﯾ ﻰﻟإ عﺎﻔﺗرا ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا. ﻊﺒﻄﻟﺎﺑ اﺬھ جﺎﺘﺤﯾ ﻰﻟإ نأ 
نﻮﻜﯾ ﺪھﺎﺷ ﻼﺋ تﺎﺤﻠﻄﺼﻤﻟا "ﻞﺟﺮﻟا ﺮﯿﻘﻔﻟا ﺖﻌﻨﻣ ﻦﻣ ﺔﺳرﺪﻤﻟا" ﺖﺘﺒﺛأ ﻲﻓ ﺔﯾﺎﮭﻧ فﺎﻄﻤﻟا. 
ﻦﻤﯿھ ﺪﯿﻠﻘﺘﻟا ﻲﻟاﺮﺒﯿﻠﻟا ﻲﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا مﻮﮭﻔﻣ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻰﺘﺣ نﻵا. ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻲﻟاﺮﺒﯿﻠﻟا نﻮﻜﺘﻟ اءﺰﺟ ﻦﻣ 
ﺔﻤﻟﻮﻌﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا "ﺔﯿﻟاﺮﺒﯿﻠﻟا" ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا. ،ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﻦﻤﻓ يروﺮﻀﻟا ﺔﻛﺮﺤﻠﻟ ﺪﺿ ﺔﻨﻤﯿھ 
ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ،ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﻮھو لوأ ﻦﻣ ﺮﯿﯿﻐﺗ ﺔﮭﺟو ﺮﻈﻧ ﻢﻟﺎﻌﻟا (ةﺮﻈﻨﻟا ﻰﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا). اﺬھ ﻮھ ﺮﯿﯿﻐﺗ 
جذﻮﻤﻧ ةﺎﯿﺤﻟا ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺎﮭﺴﻔﻧ. ﻢﻟﺎﻋ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻮھ ﻲﻓ ﻊﻗاﻮﻟا ﺮﯿﻏ ﺔﻤﺋﻼﻣ ﺔﻌﺑﺎﺘﻤﻟ جذﻮﻤﻧ 
ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا نأ ﺪﺒﻌﯾ ﻢﯿﻗ ﺢﺑﺮﻟا ،ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟاو فﺪﮭﻟاو ﺪﯿﺣﻮﻟا. بﻮﻠﻄﻣ ﻢﻠﻌﺘﻟا ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا مزﻼﻟا 
(ﻢﻠﻌﺘﻟا ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا) ﻲﺘﻟا يﻮﻄﻨﺗ ﻰﻠﻋ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ،ﻞﻜﻛ ﻞﻤﺠﻣو ﺎﮭﻠﺼﻔﻟ ﻦﻋ ﺦﻓ ﻲﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا. ﺮﺛأ 
ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻲﻟاﺮﺒﯿﻠﻟا ﻲﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﺮﺜﻛأ ﺔﯿﺒﻠﺳ. ،ﻚﻟﺬﻟ ﺐﺠﯾ نأ نﻮﻜﯾ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻲﻓ ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ،ﺔﻓﺎﺴﻣ يﺬﻟا 
أﺪﺑ ﻊﯿﻤﺠﻟا ﺔﻓﺮﻌﻤﻟ ،ﻰﻨﻌﻤﻟا نﺈﻓ ﺮھﻮﺟ ،ةﺎﯿﺤﻟا ﺮھﻮﺟو ةﺎﯿﺤﻟا ةﺎﯿﺤﻟاو ﺔﻄﯿﺴﺒﻟا. 




Pendidikan tidak dapat dilepaskan dari ideologi yang 
berkembang di tengah masyarakat. Ideologi turut mewarnai 
pendidikan, sehingga pendidikan yang dilakukan di tengah masyarakat 
memiliki karakteristik tertentu yang identik dengan ideologi yang 
dianut. O’neil mengemukakan, secara umum ada dua ideologi yang 
  
 132   
Shautut Tarbiyah, Ed. Ke-33 Th. XXI, November 2015 
Kapitalisme dan Pendidikan Liberal-Kapitalistik Samrin 
berkembang dalam dunia pendidikan, yaitu konservatif dan liberal.1 
Kedua ideologi ini memiliki varian yang beragam. Untuk ideologi 
pendidikan liberal salah satu variannya adalah pendidikan yang 
bercorak liberal-kapitalistik. 
Pendidikan di Indonesia sejak reformasi 1998 dinilai condong 
ke arah liberal-kapitalistik. Sedangkan kebijakan pendidikan yang ada 
saat ini hanya sebagai kepura-puraan mewujudkan pendidikan yang 
populis atau merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Darmaningtyas 
berpendapat, berbagai kebijakan yang sifatnya pura-pura populis 
tersebut seperti bantuan operasional sekolah (BOS) dan beasiswa 
bidik misi. Kebijakan bantuan pembiayaan pendidikan tersebut 
menurutnya hanya menjadi alat untuk mendinginkan tensi tinggi dari 
masyarakat yang menolak kebijakan privatisasi dan liberalisasi 
pendidikan.2 
Darmaningtyas menilai dunia pendidikan di Indonesia sudah 
carut-marut. Bahkan ia menyebutkan, kondisi dunia pendidikan pada 
zaman Orde Baru, justru jauh lebih baik daripada setelah era reformasi 
sekarang ini. Pada zaman Orde Baru, di dunia pendidikan tidak ada 
kapitalisasi, kastanisasi, dan liberalisasi. Ketika itu, seluruh warga 
negara relatif mendapat kesempatan yang sama untuk mengenyam 
pendidikan yang berkualitas, bahkan hingga jenjang pendidikan 
tinggi. Pada masa itu, jika memang pandai dan diterima di perguruan 
tinggi negeri, maka keluarga dengan latar belakang ekonomi kecil dan 
menengah dapat mengenyam dunia pendidikan tinggi.3  
Dewasa ini anak dari keluarga miskin, semakin sulit 
mengenyam pendidikan tinggi, bahkan keluarga menengah pun 
berpikir dua kali untuk menguliahkan anaknya ke program studi 
favorit, seperti kedokteran. Tampak bahwa dunia pendidikan masih 
lebih banyak memihak kepada orang kaya. Di sisi lain, terjadi pula 
liberalisasi pendidikan yang ditandai kebijakan pemerintah membuka 
peluang investor pendidikan asing untuk masuk dan membuka 
                                                             
1William F. O’neil, Educational Ideologis: Contemporary Expressions of 
Educational Philosophies, terj. Omi Intan Naomi, Ideologi-Ideologi Pendidikan 
(Cet. II; Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008), h. 104-107. 
2“Kebijakan Pendidikan hanya Pura-pura Populis,” Sindonews, 
http://ramadan.sindonews. com/read/2013/07/25/22/765261/kebijakan-pendidikan-
hanya-pura-pura-populis (20 Juli 2014). 
3“Kebijakan Pendidikan hanya Pura-pura Populis,” Sindonews, 
http://ramadan.sindonews. com/read/2013/07/25/22/765261/kebijakan-pendidikan-
hanya-pura-pura-populis (20 Juli 2014). 
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institusi pendidikan di dalam negeri. Ini akan menjadi tantangan bagi 
institusi pendidikan dalam negeri untuk dapat bersaing dengan 
institusi pendidikan asing. Oleh karena itu, model pendidikan liberal-
kapitalistik ini penting untuk dikaji demi memahami segala dampak 
yang ditimbulkan, termasuk upaya menemukan formula antisipasinya. 
Berdasarkan uraian di atas, maka masalah pokok yang dibahas dalam 




Kapitalisme secara etimologi berasal dari kata capital (bahasa 
Latin). Capital sebenarnya diambil dari kata caput yang berarti 
kepala. Arti ini menjadi jelas jika digunakan dalam istilah 
“pendapatan per kapita” yang berarti “pendapatan per kepala.”4  
Mengenai capital yang diterjemahkan sebagai modal, ini 
berawal dari sejarah Romawi Kuno. Bagi penduduk Romawi Kuno, 
kekayaan diukur dengan seberapa banyak caput (kepala) hewan ternak 
yang ia miliki. Semakin banyak caput yang dimiliki, maka dianggap 
semakin kaya. Mereka kemudian mengumpulkan sebanyak-banyaknya 
caput sebagai modal untuk mewujudkan kesejahteraan. Itulah 
sebabnya, dewasa ini capital diterjemahkan sebagai “modal”.5 
Adapun kata “isme” bermakna paham atau ideologi.6 
Kapitalisme secara terminologi berarti suatu paham yang 
meyakini bahwa pemilik modal dapat melakukan usahanya dengan 
bebas untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Kapitalisme 
menyatakan bahwa tidak ada pembatasan dari negara bagi warganya 
guna memiliki property atau asset pribadi, sehingga dimungkinkan 
terjadinya akumulasi modal pada perorangan (individu atau 
korporasi). Mekanisme seperti ini membuat kesejahteraan orang 
tersebut dapat meningkat.7  
Kapitalisme terwujud karena ditopang oleh liberalisme, yaitu 
paham yang menyatakan bahwa negara tidak boleh ikut campur 
tangan dalam berbagai sendi kehidupan warga negaranya, sehingga 
                                                             
4Nina M. Armando, Ensiklopedi Islam  (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), h. 
52. 
5Nina M. Armando, Ensiklopedi Islam, h. 53. 
6Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi keempat 
(Cet. I; Jakarta: Gramedia, 2008), h. 340. 
7Winardi, Kapitalisme versus Sosialisme: Suatu Analisis Ekonomi Teoretis 
(Bandung: CV. Remadja Karya, 1996), h. 33. 
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negara hanya dibatasi untuk menjaga ketertiban umum dan penegakan 
hukum. Berkaitan urusan yang lain diserahkan kepada masyarakat 
sendiri untuk mengaturnya.8 
Max Weber (1867-1920), peletak dasar sosiologi modern dalam 
bukunya The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism mendefinisikan 
kapitalisme sebagai hadirnya industri bagi kebutuhan kelompok 
manusia yang dilaksanakan dengan metode perusahaan yang dikelola 
secara rasional, seperti adanya neraca modal.  Weber menggunakan 
semangat kapitalisme untuk menggambarkan sikap mental yang selalu 
berusaha mencari keuntungan secara rasional dan sistematis.9 
 Kapitalisme sebagai sistem hidup mempunyai ciri, yaitu: (1) 
pengakuan hak milik pribadi tanpa batas-batas tertentu; (2) pengakuan 
hak pribadi untuk melakukan kegiatan ekonomi demi meningkatkan 
status sosial ekonomi; (3) pengakuan adanya motivasi ekonomi dalam 
bentuk semangat meraih keuntungan semaksimal mungkin; (4) 
kebebasan melakukan kompetisi; (5) mengakui hukum ekonomi pasar 
atau mekanisme pasar.10 Dari ciri-ciri tersebut dapat simpulkan bahwa 
watak dasar kapitalisme bersifat indivudualistik, liberal, profit 
oriented, kompetitif, dan berorientasi pasar.  
Kapatalisme telah diyakini sebagai akhir dari peradaban 
manusia dewasa ini. Hal ini digambarkan oleh tesis Fukuyama dalam 
bukunya The End of History and the Last Man. Dalam buku ini, 
Fukuyama menyimpulkan bahwa sejarah peradaban manusia akan 
berakhir pada ideologi kapitalisme. Oleh karena itu, nilai-nilai 
kapitalisme yang memenangkan sekaligus menentukan sejarah 
peradaban umat manusia saat ini dan selanjutnya.11 
Tesis Fukuyama ini telah dianut oleh sebagian besar dari 
penduduk dunia saat ini, tidak terkecuali Indonesia. Banyak bukti 
dalam kehidupan keseharian yang tidak terlepas dari pengaruh arus 
kapitalisme global. Eksistensi diri manusia dewasa ini telah diatur 
                                                             
8Stanislav Andreski, Max Weber on Capilailsm, Bureaucracy, and Religion, terj.  
Hartono, Max Weber: Kapitalisme, Birokrasi, dan Agama (Cet.  I; Yogyakarta: PT. 
Tiara Wacana Yogya, 1989, h. 105 – 106.  
9Max Weber, The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism, terj. T.W. Utomo dan 
Yusuf Priya Sudiarja, Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme (Cet. I; Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2006), h. 29. 
10Mohtar Mas’oed, Negara, Kapital, dan Demokrasi (Cet. I; Yogyakarta, Pustaka 
Pelajar, 2003), h. 50-52. 
11Francis Fukuyama, The End of History and The Last Man, terj. Amrullah. Penamat 
Sejarah dan Manusia Terakhir (Yogyakarta: Qalam, 1999), h. 75. 
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oleh perangkat dan sistem kapitalisme global yang begitu halus, tetapi 
tidak manusiawi. Tidak ada satu faktor kehidupan pun yang dapat 
lepas secara total dari perangkat kapitalisme global, baik itu 
pendidikan, budaya, sosial, agama. Bahkan, Capra menyebut, kedirian 
manusia itu sendiri pudar bersama mesin-mesin kapitalis, iklan, dan 
simbol-simbol yang serba nisbi.12 Kemudian setiap orang sudah tidak 
dapat membedakan mana asli dan palsu, mana kenyataan dan 
imajinasi, mana simbol dan subtansi, mana keinginan dan kebutuhan. 
Semuanya menyatu dan bergerak dengan kecapatan tinggi. 
Kerancauan atau dengan kata lain turbulensi merupakan efek ekspansi 
sistem kapitalis ke dalam segala aspek kehidupan masyarakat modern.  
 
Hubungan Kapitalisme dengan Pendidikan Liberal-Kapitalistik 
Kajian pada sub ini diawali dengan mengemukakan secara 
khusus mengenai konsep pendidikan liberal sebelum lebih lanjut 
menggabungkannya dengan kapitalisme, atau dalam tulisan ini disebut 
pendidikan liberal-kapitalistik.  
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, liberal memiliki 
arti bersifat bebas; berpandangan bebas (luas dan terbuka). Jadi, 
pendidikan liberal adalah model pendidikan yang mengusung 
kebebasan sebagai ideologinya.  
Ideologi pendidikan liberal berpangkal pada konsep modernisasi 
di Barat. Salah satu faktor modernisasi adalah pengakuan sepenuhnya 
terhadap kebebasan individu. Selain kebebasan individu, modernisasi 
juga mengedepankan kebebasan kuasa akal manusia (rasionalis). 
Ideologi pendidikan liberal berkiblat pada aliran filsafat eksistensialis 
dan progresivisme.13 
Ideologi liberalisme ini berakar pada cita-cita individualisme 
Barat. Menurut cita-cita ini gambaran manusia ideal adalah manusia 
rasional-liberal. Ada beberapa asumsi yang mendukung konsep 
manusia rasional-liberal’ seperti: Pertama, bahwa semua manusia 
memiliki potensi sama dalam intelektual. Kedua, baik tatanan alam 
maupun norma sosial dapat ditangkap oleh akal. Ketiga, adalah 
‘individualis’ yakni adanya anggapan bahwa manusia adalah 
atomistik. Menempatkan individu secara atomistik membawa pada 
                                                             
12Pritjof  Capra, The Turning Point, terj. M. Toyibi, Titik Balik Peradaban (Cet. V; 
Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2000, h. 263.  
13Ali Maksum, Pengantar Filsafat (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2008), h. 224. 
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keyakinan bahwa hubungan sosial sebagai kebetulan, dan masyarakat 
dianggap tidak stabil karena interest anggotanya yang tidak stabil.14 
Berkaitan dengan potensi, akal manusialah yang dipandang 
paling urgen dalam ideologi pendidikan liberal. Manusia dipandang 
sebagai makhluk yang rasional. Manusia tidak dapat disamakan 
dengan eksistensi lainnya yang tidak berakal. Selain pendewaan akal 
manusia, ideologi pendidikan liberal juga mengakui atas hak-hak 
individu manusia. Maksudnya, setiap manusia memiliki kebebasan 
memilih dan bertindak sesuai dengan hatinya, orang lain tidak punya 
hak atas tindakan dan pilihannya. Oleh karena itu, ideologi pendidikan 
liberal bernuansa kebebasan manusia secara individual.15 
Ideologi pendidikan liberal juga mengalami beberapa anomali 
yang memerlukan penambahan-penambahan. Kebebasan manusia 
menurut paradigma ini bermuara pada prinsip individualisme sebagai 
konsekuensi dari arus modernisasi Barat yang cenderung kering dari 
kehidupan religiusitas.16 Menurut ideologi ini, cenderung terjadi 
pendikotomian antara pendidikan Islam dan pendidikan umum, 
dikarenakan agama tidak dijadikan suatu bagian dari ilmu 
pengetahuan. 
Pendidikan di abad modern seperti sekarang ini merupakan 
pengewajantahan dari ideologi pendidikan liberal yang pada mulanya 
bermuara pada rasionalisme dan kebebasan individu, yaitu suatu 
konstruksi filosofis tentang beragam konsep pendidikan yang lebih 
mengutamakan pada tiga aspek: individualisme, rasionalisme, dan 
empirisme.17 
Liberalisme juga merupakan prinsip dasar neokolonialisme, 
yang tidak hanya berlaku dalam domain ekonomi, melainkan sudah 
merambah ranah pendidikan. Pada mulanya liberalisme merupakan 
dasar ekonomi klasik yang dimotori Adam Smith. Sistem ekonomi 
klasik tersebut mempunyai kaitannya dengan “kebebasan (proses) 
alami” yang dipahami oleh sementara tokoh-tokoh ekonomi sebagai 
ekonomi liberal klasik. Konsep kebijakan dari ekonomi liberal ialah 
sistem ekonomi bergerak ke arah pasar bebas. Sistem ekonomi 
                                                             
14Mansour Fakih, et al., Pendidikan Popular: Membangun Kesadaran Kritis (Cet. I; 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 20-21. 
15Robert Maynar Hutchins, “Pendidikan Liberal Sejati,” dalam Paulo Freire et al., 
terj. Omi Intan Naomi, Menggugat Pendidikan Fundamentalis, Konservatif, Liberal, 
Anarkis (Cet. VII; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 113-114. 
16Maarif, Liberalisasi Pendidikan (Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2008), h. 46. 
17Maarif, Liberalisasi Pendidikan, h. 71. 
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berpaham perdagangan bebas dalam era globalisasi bertujuan 
menghilangkan kebijakan ekonomi proteksionisme.18 
Uraian di atas menunjukkan bahwa ideologi liberalisme berpijak 
pada tiga keyakinan: (1) kebebasan individu (personal liberty); (2) 
pemilikan pribadi (private property); dan (3) inisiatif individu serta 
usaha swasta (private interprise). Ketiga hal inilah yang kemudian 
menjadi landasan ideologi kapitalisme, dan selanjutnya juga 
merambah pada sektor pendidikan sehingga menjadikan pendidikan 
bercorak liberal-kapitalistik. 
Ekspansi sistem kapitalisme ke dalam dunia pendidikan telah 
menciptakan sebuah kondisi bertautnya logika pendidikan dan logika 
kapitalis. Pendidikan kemudian menjelma menjadi mesin kapitalis, 
yaitu mesin untuk mencari keuntungan.19  
Selain itu, apabila prinsip kapitalisme digunakan di dalam  
sektor pendidikan, maka negara tidak membatasi kepemilikan 
perorangan di dalam sektor pendidikan. Artinya, satuan penyelenggara 
pendidikan dapat dikuasai oleh perorangan (sektor swasta atau aktor 
non-negara), dan segala kebijakannya diatur oleh sektor swasta 
tersebut. Pengelola sektor pendidikan (pihak swasta) ini, bersaing 
antara satu sama lain. Bagi pihak pengelola pendidikan yang 
memenangkan persaingan akan mendapatkan pengguna jasa 
pendidikan lebih banyak. Modal dari pihak pengelola sektor 
pendidikan pun akan masuk dan dapat diakumulasikan.  
Dunia pendidikan yang sejatinya dibangun berlandaskan nilai-
nilai objektivitas, keilmiahan (scientific), dan kebijaksanaan sebagai 
nilai dasar dalam pencarian pengetahuan. Kini dimuati oleh nilai-nilai 
komersial sebagai refleksi keberpihakan pada hegemoni kapitalis. 
Pendidikan sebagai wahana pencarian pengetahuan dan kebenaran, 
sekarang bergeser menjadi wahana pencarian keuntungan (profit). 
Pergeseran makna ini menciptakan sebuah relasi baru pengetahuan 
yang tidak saja berupa relasi kekuasaan dengan pengetahuan, akan 
tetapi juga relasi pengetahuan dengan keuntungan.20 
Ketika pendidikan menjadi bagian integral dari sistem kapitalis, 
maka berbagai paradigma, metode, teknik, dan perangkat-perangkat 
                                                             
18M. Agus Nuryatno, Mazhab Pendidikan Kritis (Yogyakarta: Resist Book, 2011), h. 
72. 
19Francis Wahono, Kapitalisme Pendidikan antara Kompetisi dan Keadilan 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 2. 
20Ade Irawan et al, Mendagangkan sekolah  (Jakarta: Yayasan Tifa, 2004), h. 96. 
  
 138   
Shautut Tarbiyah, Ed. Ke-33 Th. XXI, November 2015 
Kapitalisme dan Pendidikan Liberal-Kapitalistik Samrin 
yang dikembangkan di dalamnya menjadi jalan untuk mengukuhkan 
hegemoni budaya kapitalisme tersebut. Kapitalisme menjadikan 
pendidikan dan pengetahuan yang dihasilkan di dalamnya sebagai 
komoditi, dalam rangka mendapatkan keuntungan yang sebesar-
besarnya. Kapitalisme menciptakan sebuah kondisi merkantalisme 
pengetahuan, yaitu pengetahuan sebagai komoditas untuk 
menghimpun kapital dan keuntungan.21  
Bentuk hegemoni kapitalisme kepada dunia pendidikan dapat 
dilihat dari proses industrialisasi pendidikan. Proses industrialisasi 
pendidikan dapat dipahami dalam dua pengertian, yaitu: (1) 
pendidikan yang dijadikan layaknya industri yang menghasilkan uang 
dan keuntungan yang berlipat-lipat; (2) sistem pendidikan yang 
diformat sedemikan rupa (oleh skenario kapitalisme) untuk 
menyiapkan peserta didik agar mampu beradaptasi dengan dunia 
industri-kapitalis. 
Perspektif dunia kapitalisme, sekolah adalah bagian dari 
industri, sebab sekolah adalah penyedia tenaga kerja/buruh bagi 
industri. Ada tiga pengaruh kapitalisme terhadap sekolah, yaitu: (1) 
hubungan antara kapitalisme dan pendidikan telah mengakibatkan 
praktik-praktik sekolah yang cenderung mengarah kepada kontrol 
ekonomi oleh kaum elit; (2) hubungan antara kapitalisme dan ilmu 
telah menjadikan tujuan ilmu pengetahuan sebatas mengejar 
keuntungan; (3) perkawinan antara kapitalisme dengan pendidikan 
serta kapitalisme dan ilmu telah menciptakan pondasi bagi ilmu 
pendidikan yang menekankan nilai-nilai material dengan mengabaikan 
nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan martabat manusia. Pada 
akhirnya peserta didik dalam dunia pendidikan kehilangan sensitivitas 
kemanusiaan digantikan dengan kalkulasi kehidupan materialisme. 
Sekolah-sekolah terkooptasi oleh mekanisme industri dan bisnis. 
Sekolah menjadi instrumen produksi ekonomi. Mau tidak mua, 
kurikulum pendidikan juga ikut terpengaruh, misalnya dalam hal 
menentukan ilmu pengetahuan apa saja yang perlu dipelajari oleh 
peserta didik, yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri. 
Maka terciptalah kurikulum yang sepenuhnya berwatak kapitalistik. 
Sekolah pada awalnya untuk mendidik manusia seutuhnya, sekarang 
sekolah untuk mencetak tenaga kerja untuk industri.  
Bentuk lain dari kapitalisasi pendidikan adalah pasar bebas dan 
bisnis yang berlaku di sekolah semakin berkembang pesat dengan 
                                                             
21Francis Wahono, Kapitalisme Pendidikan antara Kompetisi dan Keadilan, h. 107. 
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banyaknya program baru yang semakin menekan dan melumpuhkan 
orang tua sebagai wali murid dalam membiayai sekolah anaknya. 
Program sekolah itu berupa pengadaan kaos olah raga, study tour, 
daftar ulang, perubahan warna baju seragam sekolah setiap tahunnya, 
penerbit buku pelajaran setiap semester berganti dan lain sebagainya, 
yang semua itu dikoordinir oleh pihak sekolah.22 
Program tersebut dilandasi atas alasan untuk meningkatkan 
kualitas anak didik dan untuk mempermudah jalannya sitem 
pendidikan di sekolah, tapi di balik itu semua terdapat motivasi bisnis, 
yang mana seorang guru dan lembaga berfungsi sebagai birokrasi 
perusahaan dengan mendapatkan keuntungan yang besar. Semua 
praktik bisnis di sekolah itu berjalan lancar karena kolusi antara 
pengusaha (industri wisata, penerbitan, tekstil, asuransi, sepatu dan 
lain sebaginya) dengan penguasa maupun pelaksana pendidikan, dan 
mereka mendapat keuntungan yang sangat besar dari praktik bisnis 
tersebut.23 
Lain halnya dengan masyarakat yang menjadi korban, dengan 
adanya program-program tersebut, mereka semakin terlumpuhkan dan 
tertekan dengan biaya sekolah, sehingga mereka selalu dihantui rasa 
takut dengan biaya sekolah yang mahal dan keputus-asaan dalam 
menuntut ilmu. 
Buku pelajaran yang selalu berganti setiap tahunnya atau 
terkadang setiap semester, maka buku-buku tersebut tidak dapat 
diwariskan kepada adiknya atau tetangga yang membutuhkan, begitu 
pula dengan seragam sekolah. Padahal jika tidak ada   program 
tersebut, para orang tua dapat menghemat biaya pendidikan, dan dapat 
menyekolahkan anaknya sampai selesai, sehingga akan semakin 
berkurang data anak yang putus sekolah (drop-out). 
Berdasarkan beberapa program sekolah di atas, betapa program 
sekolah telah turut menyumbang terjadinya proses pemiskinan dan 
pembodohan di masyarakat, karena semakin banyak anak didik yang 
tidak dapat menyelesaikan studi mereka dikarenakan biaya sekolah 
yang mahal dan hanya dapat dijangkau oleh mereka yang ekonominya 
terjangkau.  
Bentuk kapitalisasi pada perguruan tinggi berupa privatisasi 
kampus, yang berarti pemerintah akan mengurangi anggaran 
                                                             
22Darmaningtyas, Pendidikan yang Memiskinkan (Yogyakarta: Galang Press, 2004), 
h. 229. 
23Darmaningtyas, Pendidikan yang Memiskinkan, h. 250. 
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pendidikan. Kampus harus membiayai dirinya sendiri. Alasannya, 
banyak perguruan tinggi yang sudah maju hingga patut dilepaskan 
pemerintah. Apakah hal ini benar? Justru yang terjadi sebenarnya 
adalah langkah-langkah pasti pemerintah untuk menerapkan sistem 
liberalisasi di Indonesia. Seperti diketahui bahwa turut campur 
pemerintah dalam bentuk subsidi pada infrastruktur sosial 
(pendidikan, kesehatan, dan berbagai layanan sosial lain) adalah 
diharamkan oleh paham liberal. Dampak logis yang terjadi berikutnya 
(dan yang juga sangat diharapkan oleh para pemodal yang menyetir 
pemerintah) adalah intervensi pemodal ke dalam kampus makin besar, 
sebab didesak oleh kebutuhan kampus untuk membiayai dirinya.  
Kampus akan semakin jauh dari fungsinya sebagai lembaga 
pendidikan, berubah menjadi industri pendidikan yang komersial, 
semata-mata berfungsi sebagai pabrik bagi “bahan baku” tenaga kerja 
yang terampil. Pendidikan yang hanya menghasilkan sekrup-sekrup 
mesin industrialisasi untuk memupuk kekayaan kalangan kapitalis. 
Kemudian, bila pendidikan hanya memproduksi mentalitas pekerja 
serta ilmuwan kapitalis maka distorsi nila-nilai di dalam dunia 
pendidikan akan berkembang semakin parah. 
 
Dampak Pendidikan Liberal-Kapitalistik dan Solusinya 
Kapitalisme pendidikan telah melahirkan mental yang jauh dari 
cita-cita pendidikan sebagai praktik pembebasan dan agenda 
pembudayaan. Sekolah saat ini tidak mengembangkan semangat 
belajar yang sebenarnya, tetapi menjadi pelayan kapitalisme. Sekolah 
tidak menanamkan kecintaan pada ilmu, atau mengajarkan keadilan, 
antikorupsi, atau antipenindasan. Sekolah lebih menekankan 
pengajaran menurut kurikulum yang telah dipaket demi memperoleh 
sertifikat, yaitu selembar bukti untuk mendapatkan legitimasi bagi 
individu untuk memainkan perannya dalam pasar kerja yang 
tersedia.24 
Dunia pendidikan telah terlihat wajah buramnya. Pendidikan 
telah tercerabut dari makna filosofisnya. Guru kemudian menjadi 
sosok yang berwajah letih dan si murid menjadi makhluk yang 
antusias melakukan kekerasan. Mereka menjadi mangsa dunia 
industri dengan melahap semua produk yang disodorkan oleh iklan. 
                                                             
24Ivan Illich, “Alternatif Persekolahan,” dalam dalam Paulo Freire et al., terj. Omi 
Intan Naomi, Menggugat Pendidikan Fundamentalis, Konservatif, Liberal, Anarkis 
(Cet. VII; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 519-520. 
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Kompetisi dan globalisasi telah menciutkan dunia dari jangkauan 
manusia. Semua manusia modern saling berkompetisi melakukan 
akumulasi modal. Maka tak heran sekolah ibarat perusahaan 
katering yang menyediakan layanan menu enak dan siap antar 
untuk memenuhi kebutuhan perut. Semua sekolah berlomba untuk 
memberikan fasilitas yang lengkap, karena sekolah harus 
beradabtasi dengan iklim global. 
Selanjutnya, ada beberapa dampak yang ditimbulkan akibat 
pendidikan yang bercorak liberal-kapitalistik, yaitu: 
1. Peran negara dalam pendidikan semakin menghilang dan akan 
berdampak semakin banyaknya kemiskinan yang ada di negeri ini. 
Hal ini terjadi karena banyak anak yang gagal dalam 
mengembangkan potensi yang dimilikinya. 
2. Masyarakat semakin terkotak-kotak berdasarkan status sosial-
ekonomi. Hal ini terjadi karena pendidikan yang berkualitas hanya 
bisa dinikmati oleh sekelompok masyarakat dengan pendapatan 
menengah ke atas. Bagi masyarakat dengan pendapatan menengah 
ke bawah tidak dapat mengakses pendidikan tersebut.   
3. Indonesia akan tetap berada dalam sistem kapitalisme global pada 
berbagai sektor kehidupan, terutama dalam sistem 
perekonomiannya. Hal ini terjadi karena sistem pendidikan yang 
dijalankan dewasa ini sudah dikondisikan untuk mengadaptasi dan 
melanggengkan sistem tersebut. 
4. Sistem kapitalis menjadikan negara hanya sebagai 
regulator/fasilitator. Sementara yang berperan aktif dalam sistem 
pendidikan adalah pihak swasta, sehingga muncul otonomi-
otonomi kampus atau sekolah yang intinya semakin membuat 
negara tidak ikut campur tangan terhadap lembaga pendidikan. 
Hal tersebut berakibat  bahwa sekolah dan perguruan tinggi harus 
kreatif dalam mencari dana bila ingin tetap bertahan. Mulai dari 
membuka bisnis hingga menaikkan biaya pendidikan, sehingga 
pendidikan memang benar-benar dikomersilkan dan sulit 
dijangkau masyarakat yang kurang mampu. 
5. Pendidikan hanya bisa diakses golongan menengah ke atas. Biaya 
pendidikan yang semakin mahal mengakibatkan pendidikan hanya 
diperuntukkan bagi masyarakat yang mampu, sedangkan bagi 
warga yang kurang mampu kesulitan dalam memperoleh 
pendidikan. 
6. Praktik KKN semakin merajalela. Biaya pendidikan yang semakin 
mahal membuat para orang tua yang memiliki penghasilan tinggi 
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akan memasukkan anaknya dengan memberikan sumbangan uang 
pendidikan dengan jumlah yang sangat besar meskipun kecerdasan 
dari peserta didik tersebut sangatlah kurang. Sehingga nantinya, 
uang akan dijadikan patokan lolos atau tidaknya calon siswa atau 
mahasiswa baru diterima di sebuah lembaga pendidikan. 
7. Kapitalisme pendidikan bertentangan dengan tradisi manusia. 
Sistem kapitalis ini bertentangan dengan visi pendidikan yang 
seharusnya. Visi strategis pendidikan untuk menciptakan keadilan 
sosial, wahana untuk memanusiakan manusia serta wahana untuk 
pembebasan manusia, diganti oleh suatu visi yang meletakkan 
pendidikan sebagai komoditi.25 
Uraian di atas menunjukkan bahwa hampir tidak ada dampak 
positif yang ditimbulkan akibat adanya sistem kapitalisme pendidikan 
ini. Dapat disimpulkan bahwa dampak penerapan kapitalisme dalam 
sistem pendidikan di Indonesia menyebabkan pemerataan pendidikan 
kurang merata, karena masih banyak warga yang belum bisa 
mengakses dan mendapatkan pendidikan. Hal tersebut dikarenakan 
semakin mahalnya biaya pendidikan yang tidak dapat dijangkau oleh 
sebagian kalangan masyarakat.  
Berdasarkan analisis terhadap dampak tersebut ada beberapa 
solusi yang bisa diterapkan, guna untuk mengurangi terjadinya 
penerapan kapitalisme pendidikan. Secara garis besar ada dua solusi 
yang bisa diberikan yaitu: 
1. Solusi sistemik 
Solusi sistemik yaitu dengan mengubah sistem-sistem sosial 
yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Seperti telah dikemukakan 
bahwa sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi 
yang diterapkan. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini 
diterapkan dalam konteks sistem ekonomi kapitalis yang berprinsip 
antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam 
urusan publik, termasuk pendanaan pendidikan. Maka untuk solusi-
solusi masalah yang ada hubungannya dengan  mahalnya biaya 
pendidikan, berarti yang harus diubah adalah sistem ekonominya.  
Sistem kapitalisme saat ini tidak sejalan dengan konstitusi 
negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa pemerintah 
                                                             
25A. Anisah Fathinah, “Dampak Kapitalisme terhadap Sistem Pendidikan di 
Indonesia,” Blog Pribadi, 
http://aanisahfathinah.wordpress.com/2011/12/22/dampak-kapitalisme-terhadap-
sistem-pendidikan-di-indonesia/ (24 Juli 2014). 
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bertanggung jawab terhadap pembiayaan pendidikan seperti yang 
tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 2 yang 
berbunyi “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan 
pemerintah wajib membiayainya”. Begitu juga dengan Undang-
Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
pasal 46 yang menyatakan bahwa “pendanaan pendidikan menjadi 
tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah dan 
masyarakat”. Hal ini berarti bahwa sumber pendanaan atau biaya 
pendidikan bukan hanya dibebankan kepada orang tua saja, namun 
juga menjadi tanggung jawab pemerintah, sehingga yang diharapkan 
dari sini adalah pemerintah tidak hanya sekedar membuat peraturan 
atau pun perundang-undangan, namun pemerintah juga harus dapat 
merealisasikan dan mewujudkan hal tersebut. 
2. Solusi teknis 
Solusi teknis yaitu solusi untuk menyelesaikan berbagai 
permasalahan internal dalam penyelenggaraan sistem pendidikan. 
Pemerintah harus mempunyai komitmen untuk mengalokasikan dana 
pendidikan nasional dalam jumlah yang memadai yang diperoleh dari 
hasil-hasil eksploitasi sumber daya alam yang melimpah. Adanya 
ketersediaan dana tersebut, maka pemerintah akan dapat 
menyelesaikan permasalahan pendidikan dengan memberikan 
pendidikan gratis kepada seluruh masyarakat pada usia sekolah dan 
yang belum sekolah, baik untuk tingkat pendidikan dasar (SD-SMP) 
maupun pendidikan menengah (SMA). 
Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa 
kapitalisme pendidikan  terjadi apabila prinsip kapitalisme digunakan 
di dalam sektor pendidikan. Penerapan sistem kapitalis dalam dunia 
pendidikan ini banyak menimbulkan dampak yang tidak baik bagi 
suatu negara. Salah satu dampak yang paling mendasar adalah biaya 
pendidikan semakin mahal yang menyebabkan tidak semua 
masyarakat bisa mengakses pendidikan. Akibatnya, pemerataan 
pendidikan tidak akan bisa berjalan, karena masih banyak warga yang 
tidak mendapatkan kesempatan untuk menempuh jenjang pendidikan.  
Pemerintah telah mencanangkan wajib belajar 9 tahun dan 
program ini hanya dapat terlaksana jika biaya pendidikan terjangkau 
oleh seluruh lapisan masyarakat. Memang pemerintah sudah 
memberikan subsidi atau bantuan bagi warga yang kurang mampu, 
namun bagi warga yang anaknya bersekolah di sekolah swasta belum 
mendapatkan subsidi atau bantuan biaya pendidikan sepenuhnya. 
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Subsidi atau bantuan yang diberikan pemerintah hanya berlaku bagi 
sekolah yang berstatus negeri. 
 
Penutup 
Kapitalisme adalah paham yang menyatakan bahwa tidak ada 
pembatasan dari negara bagi warga negaranya guna memiliki property 
pribadi sehingga dimungkinkan terjadinya akumulasi modal pada 
perorangan. Watak dasar kapitalisme adalah persaingan bebas dan 
keuntungan material. Kapitalisme bersumber dari liberalisme. 
Liberalisme adalah paham yang menyatakan bahwa negara tidak boleh 
ikut campur tangan dalam berbagai sendi kehidupan warga negaranya, 
sehingga negara hanya dibatasi kepada menjaga ketertiban umum dan 
penegakan hukum.  
Kapitalisme mempengaruhi dunia pendidikan karena prinsip 
kapitalisme digunakan sebagai paradigma pendidikan. Masuk dan 
berkembangnya kapitalisme di dunia pendidikan ditandai dengan 
semakin maraknya pembangunan sekolah-sekolah swasta dengan 
memberlakukan perilaku pasar bebas dan dunia bisnis di dunia 
pendidikan (sekolah).  
Penerapan sistem kapitalis dalam dunia pendidikan ini banyak 
menimbulkan dampak yang tidak baik bagi suatu negara. Salah satu 
dampak yang paling mendasar adalah biaya pendidikan semakin 
mahal yang menyebabkan tidak semua masyarakat bisa mengakses 
pendidikan, sehingga akan semakin sedikit kesempatan bagi warga 
yang kurang mampu dalam memperoleh pendidikan. Akibatnya, 
pemerataan pendidikan tidak akan bisa berjalan, karena masih banyak 
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